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PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Majene  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Majene,  1993,  agama  Islam,

pekerjaan  Guru  Honorer,  pendidikan  S1,  tempat

kediaman  di  Lingkungan  Xxxxx,  Kecamatan

Xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 1990, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta,  pendidikan S1,  tempat  kediaman di

Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,

Kabupaten Xxxxx, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  23

Agustus 2021 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Majene pada

tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor  159/Pdt.G/2021/PA.Mj,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di

Majene pada hari Jumat, Tanggal 2020, bertepatan dengan   1441 Hijriah, dan

telah  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Xxxxx,  Kabupaten

Majene. sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor  xxxxx. Tanggal 2020. ;  
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2. Bahwa setelah menikah keduanya Tinggal bersama di Rumah Milik Orang tua

tergugat, Jalan xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Sulawesi Barat, selama ±  7 ( Tujuh)

bulan Lamanya, terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Januari

2021. ;

3. Bahwa  usia  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sampai  sekarang  telah

beranjak  1  (Satu)  Tahun  1  Bulan  lamanya.  Dimana  dalam  pernikahan

keduanya Belum dikaruniai anak. ;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat,  sejak  Awal

perkwaninan, telah hidup rukun dan bahagia membina rumah tangga. ;  

5. Bahwa di Akhir tahun 2020 Perkawainan Penggugat dengan Tergugat, mulai

diterpa masalah disebabkan beberapa hal antara lain ;

- Bahwa  Tergugat  Pernah  meminta  Ijin  kepada  penggugat  untuk

berpoligami  dengan  perempuan  yang  bernama  Xxxxx,  yang  tidak  lain

adalah Mantan pacar Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. ;

- Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dengan alasan

tak jelas ;

- Bahwa  Tergugat  sering  mengucapkan  kata-kata  kasar  dan  tak  pantas

terhadap  penggugat  melalui  SMS  apabila  terlampau  marah,  dengan

mengucapkan kalimat   Perempuan Anjing , apabila Tergugat marah tanpa

alasan yang jelas. ;

Namun pertengkaran tersebut berlalu begitu saja karena Penggugat tetap

ingin berusaha menjaga nama baik Tergugat sebagai Suami dimata Orang

tua dan mertua serta dimata keluarga. ; 

6. Bahwa pada awal bulan Januari 2021, Penggugat kembali diterpa Masalah,

pada saat  Tergugat  duduk bersama dengan Penggugat,  yang dihadiri  oleh

Orang tua Tergugat (Ibu Kandung Tergugat/Mertua Penggugat).  Namun hal

yang tak  disangka oleh  Penggugat,  Pihak Keluarga tergugat  dalam hal  ini

Orang  tua  Tergugat  (Ibu  Kandung  Tergugat/Mertua  Penggugat),  Justru

meminta  Penggugat  untuk  menuruti  Kemauan  Tergugat  untuk  berpoligami.

sehingga dengan hati yang hancur dan dalam keadaan terpaksa,  Penggugat

harus memilih pulang kerumah Orang tua   diMajene, sebab Penggugat telah

merasakan Trauma, serta ingin  menenangkan diri. ;
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7. Bahwa dalam pertengkaran penggugat dengan  tergugat, sering diupayakan

untuk  dirukunkan oleh  orang  tua  penggugat  dan  orang  tua  Tergugat  serta

keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap

menuntut untuk mendapatkan Ijin dari Penggugat untuk berpoligami.;

8. Bahwa  dengan  alasan  tersebut,  Penggugat  sudah  sangat  yakin,  bahwa

Tergugat  tak  dapat  merubah  sikap  dan  pendriannya  untuk  Memohon

berpoligami. ;

9. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut,  Penggugat  sudah  sangat  yakin,  bahwa

untuk mempertahankan Rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit

untuk dilakukan lagi.  Sehingga Penggugat  memilih  dengan keteguhan hati,

bahwa lebih baik memilih mengajukan Gugatan Cerai kehadapan Ibu Ketua

Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat

diputus dengan Perceraian.;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Majene  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat Tergugat, terhadap

Penggugat Penggugat. ;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

         Dan atau.-

         Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain

dalam  kaitannya  dengan  perkara,  ini  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya

menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup
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rukun dan kembali  membina rumah tangga dengan Tergugat  akan tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi

atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan olehnya  itu  pemeriksaan perkara  ini

dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan

surat  gugatan  Penggugat  yang  pada  dasarnya  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di  persidangan,  maka  jawaban  Tergugat atas  gugatan  Penggugat tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Majene,

Nomor xxxxxTanggal 2020. Bukti  surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  Saksi,  umur 47 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA, pekerjaan

Tidak  Ada,  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  Xxxxx,  Kelurahan  Xxxxx,

Kecamatan  Xxxxx,  Kabupaten  Majene,,  di  bawah  sumpah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

tantenya; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelah menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah orang tua Tergugat di Jln Xxxxx, Kabupaten Xxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  yang

terus menerus; 
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak

akhir tahun 2020.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat  meminta  ijin  kepada  Penggugat  untuk  berpoligami  dan

Penggugat menolak; 

- Bahwa  puncaknya  terjadi  pada  bulan  Januari  2021  hal  mana  terjadi

perselisihan  karena  keluarga  Tergugat  malah  yang  mendukung  dan

memintakan  Tergugat  ijin  kepada  Penggugat  untuk  berpoligami,  dan

Penggugat  merasa  terpukul  karena  Penggugat  tidak  rela  di  poligami

sehingga memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah

orang tua Tergugat di Majene;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat pulang tidak lagi

bersama  Tergugat,  bahkan  Penggugat  pergi  ke  Makassar  untuk

menenangkan diri, dan saksi sudah berusaha konfirmasi kepada Tergugat,

namun baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak ada respons apa-

apa; 

- Bahwa sejak  kepergian  Penggugat  di  awal  januari  2021  itulah  antara

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal; 

- Bahwa pisah tempat tingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

ada  lagi  komunikasi,  bahkan  Tergugat  tidak  pernah  menghubungi  atau

memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  saksi  dengan  mengkonfirmasi  terhadap

Tergugat  dan  Keluarganya,  namun  tidak  berhasil  karena  baik  Tergugat

maupun keluarganya tidak merespons upaya damai tersebut; 

Saksi  2,  Saksi,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Pegawai  Negeri  Sipil,  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  Xxxxx,  Kelurahan

Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Majene,, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

sepupu 2 (dua) kali Tergugat dan teman karibnya Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa  setelah menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah orang tua Tergugat di Jln Xxxxx, Kabupaten Xxxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak

harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak

akhir tahun 2020.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

karena Tergugat  selingkuh  dan  membohongi  Penggugat  sejak  awal

pernikahan, bahkan Terugat berani meminta ijin kepada Penggugat untuk

berpoligami dan Penggugat menolak; 

- Bahwa  puncaknya  terjadi  pada  bulan  Januari  2021  hal  mana  terjadi

perselisihan  karena  keluarga  Tergugat  malah  yang  mendukung  dan

memintakan  Tergugat  ijin  kepada  Penggugat  untuk  berpoligami,  dan

Penggugat  merasa  terpukul  karena  Penggugat  tidak  rela  di  poligami

sehingga memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah

orang tua Tergugat di Majene;

- Bahwa  saksi  mengetahui karena  saksi  melihat postingan  gambar

perempuan  lain  di  akun  media  sosial  milik  Tergugat,  dan  ketika  saksi

berusaha  konfirmasi  Tergugat  mengaku  hanya  berteman  biasa,  namun

setelah waktu berlalu saksi baru mengetahui kalau wanita tersebut adalah

mantan pacarnya yang lama dipacari dan tidak menikah karena keluarga

wanita tersebut meminta uang panaik yang tinggi sehingga gagal menikah;

- Bahwa  puncaknya  terjadi  pada  bulan  januari  2021  keluarga  Tergugat

mendukung  maksud  Tergugat  untuk  berpoligami  hingga  akhirnya

Penggugat pulang tidak lagi bersama Tergugat, bahkan Penggugat pergi ke

Makassar untuk menenangkan diri,  dan saksi sudah berusaha konfirmasi
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kepada Tergugat,  namun baik  Tergugat  maupun keluarga Tergugat  tidak

ada respons apa-apa; 

- Bahwa sejak  kepergian  Penggugat  di  awal  januari  2021  itulah  antara

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal; 

- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

ada  lagi  komunikasi,  bahkan  Tergugat  tidak  pernah  menghubungi  atau

memberi nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  saksi  dengan  mengkonfirmasi  terhadap

Tergugat  dan  Keluarganya,  namun  tidak  berhasil  karena  baik  Tergugat

maupun keluarganya tidak merespons upaya damai tersebut.

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh

PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki  oleh  Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  jo.  Pasal  39  ayat  (1)
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,

ternyata gugatan  Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada

alasan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terus  menerus  terjadi

pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan

yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai

dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak  membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena Tergugat  tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa oleh karena perkara ini  adalah perkara perceraian,

maka  yang  pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Penggugat   dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

menerangkan bahwa  Penggugat telah menikah dengan  Tergugat pada tanggal

2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P

telah memenuhi  syarat materil  sebagai  akta otentik yang mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
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tanggal  2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi  Hukum

Islam  yang  pernikahannya  telah  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  KUA

Kecamatan Xxxxx Kabupaten Majene oleh karena itu Penggugat memiliki  legal

standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa  Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi dan  Saksi,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu  sama lain  dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami isteri yang sah namun belum

dikaruniai keturunan; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  tidak  rukun dan

harmonis yang disebabkan karena keinginan Tergugat yang mau berpoligami

dan Penggugat menolak;

 Bahwa,  Penggugat dan Tergugat  telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak

pernah kumpul sejak bulan Januai 2021 sampai dengan sekarang;

 Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan

Pengugat,  dan  tidak  lagi  terjalin  komunikasi  antara  Penggugat  dengan

Tergugat;

 Bahwa,  Penggugat telah  mengupayakan  perdamaian,  serta  Majelis  Hakim

telah  menasehati  Penggugat  agar  dapat  rukun  kembali  dengan  Tergugat

dalam  setiap  kali  persidangan,  akan  tetapi  semua  usaha  tersebut tidak

berhasil;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  antara  Penggugat  dan  Tergugat

yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sebagaimana tersebut di

atas, maka  dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang

tidak dapat lagi didamaikan  (onheelbare tweespalt), sehingga dalam perkara ini

bukan lagi  ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan

yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar

terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang

tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak

dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah

tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga a quo telah terlepas

dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  :  266  K/AG/1993  tertanggal  25  Juni  1994  Jo.  Yurisprudensi

Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44

K/AG/1999 tertanggal  19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud

jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila

salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita

ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah,

mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan

rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau

jalan yang terbaik bagi  Penggugat  dan Tergugat untuk mengakhiri  perselisihan

dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  hakim  perlu  pula  mengetengahkan  petunjuk

Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد                             درٲ
Maksudnya:”Menolak  mafsadat  (kemudharatan)  itu  lebih  diutamakan dari

pada mencapai kemaslahatan” ;

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab  Juz IV halaman

346 kemudian diambil  menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :     
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ععليه         الرغعبةالزوجةلزوجهاطلق ععدم اشتد واذ

طةلةقةةة  اةلةقةاةضةية

Artinya  :  ”Apabila  kebencian  isteri  terhadap  suaminya  telah  memuncak

maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  Majelis   Hakim

berpendapat  bahwa  dalil-dalil  gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum

dan  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  unsur-unsur  alasan perceraian

sebagaimana dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Tahun  1991  oleh  sebab  itu  gugatan  Penggugat  yang  memohon  agar  Majelis

Hakim  menjatuhkan talak satu Tergugat  haruslah dinyatakan telah terbukti  dan

beralasan  menurut  hukum  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  gugatan

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra

Tergugat  terhadap  Penggugat  dengan  amar  putusan  yang  diformulasikan

sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan

dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka

sesuai  dengan  pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.  Maka  gugatan  Penggugat  patut

dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun 2009,   maka  biaya   perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  dan memperhatikan segala  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan  perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.397000,00 ( tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Majene pada

hari  Selasa tanggal  28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal  20

Safar  1443 Hijriah oleh  Nurul  Hidayatit  Diniyati,  S.Ag. sebagai  Hakim, putusan

tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Hj.  St.  Asmah,  BA. sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 277.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan
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Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana
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